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Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of sighat ta‘liq as an instrument for protecting wives’ rights within the
Indonesian marriage law system and to explore efforts to strengthen its reformulation. The main issues examined
include the legal status of sighat ta‘liq, its implementation in marriage practices and court proceedings, its
effectiveness in safeguarding wives’ rights, and the factors influencing its effectiveness. This research employs a
normative juridical approach through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then
examined qualitatively. The findings indicate that sighat ta‘liq has the potential to serve as an instrument for
protecting wives’ rights; however, its effectiveness remains limited due to non-operational legal substance,
formalistic law enforcement, and the patriarchal culture within society. Normative reformulation, capacity building
for legal apparatus, and public legal education are necessary to optimize the function of sighat ta‘liq. This study
contributes theoretically by strengthening the understanding of a marriage law system that is responsive to women’s
rights, and practically by informing family law policy, court guidelines, and legal literacy for prospective spouses.
These findings can be applied to promote more effective protection of wives’ rights through the integration of sighat
ta‘lig into national regulations and judicial practice.

Keywords: sighat ta‘liq, protection of wives’ rights, Indonesian marriage law, Compilation of Islamic Law, legal
reformulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sighat ta‘liq sebagai instrumen perlindungan hak istri dalam sistem
hukum perkawinan Indonesia serta upaya penguatan reformulasinya. Permasalahan utama yang diteliti adalah
bagaimana kedudukan hukum sighat ta‘liq, implementasinya dalam praktik perkawinan dan pengadilan,
efektivitasnya dalam melindungi hak istri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sighat ta‘liG memiliki potensi sebagai instrumen
perlindungan hak istri, namun efektivitasnya masih terbatas karena substansi hukum yang belum operasional,
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penegakan hukum yang formalistik, dan budaya patriarkal masyarakat. Reformulasi normatif, peningkatan
kapasitas aparat hukum, dan edukasi masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi sighat ta‘liq. Penelitian
ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat pemahaman sistem hukum perkawinan yang responsif
terhadap hak perempuan, serta kontribusi praktis bagi kebijakan hukum keluarga, pedoman pengadilan, dan literasi
hukum bagi calon pengantin. Temuan ini dapat diterapkan untuk mendorong perlindungan hak istri secara lebih
efektif melalui integrasi sighat ta‘liqg dalam regulasi nasional dan praktik peradilan.

Kata kunci: sighat ta‘liq, perlindungan hak istri, hukum perkawinan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, reformulasi

hukum.

PENDAHULUAN

Isu tentang perlindungan hukum terhadap
hak-hak istri dalam institusi perkawinan
merupakan salah satu tantangan penting dalam
sistem hukum keluarga di banyak negara, tak
terkecuali di Indonesia. Secara global, banyak
negara telah mencanangkan prinsip kesetaraan
gender dan perlindungan terhadap pihak yang
rentan dalam perkawinan, termasuk istri, baik di
bawah hukum perdata maupun hukum agama.
Kesenjangan antara norma formal dan praktik
nyata dalam perkawinan seringkali berujung
pada kontroversi terutama ketika hak-hak istri
tidak dipenuhi dalam situasi konflik rumah
tangga atau proses perceraian. Dalam konteks
ini, instrumen seperti sighat ta‘liG yang
merupakan syarat atau janji bersyarat yang
diucapkan suami dalam prosesi akad nikah yang
menjanjikan gugurnya pernikahan apabila ia
melanggar kondisi tertentu muncul sebagai
bentuk respons hukum tradisional yang
bertujuan menjamin hak istri. Praktik sighat
ta‘lig ini dikenal luas dalam proses perkawinan
Muslim di Indonesia, meskipun keberadaannya
mengundang  beragam interpretasi dan
pemahaman di masyarakat (Fizal, 2025). Sighat
ta’lig dipandang sebagai mekanisme yang
berpotensi memberikan ruang perlindungan
terhadap  hak-hak istri  apabila  suami
menyimpang dari komitmen-komitmen yang
disepakati sejak awal pernikahan. Sighat ta‘liq

dapat memberikan istri hak untuk mengajukan
gugatan cerai di Pengadilan Agama bila suami
terbukti  melanggar  syarat-syarat  yang
terkandung dalam janji talig (Purwaninda &
Wicaksono, 2026).

Beberapa studi menunjukkan bahwa
sighat ta‘liq sering dianggap sebagai bagian dari
upaya untuk mencegah tindakan sewenang-
wenang suami sekaligus memastikan adanya
akuntabilitas atas kewajiban suami terhadap
istri, seperti tanggung jawab nafkah dan
pemeliharaan rumah tangga. Saputra dkk. (2024)
misalnya menemukan bahwa sighat ta’liq
dirumuskan untuk melindungi istri dari tindakan
sewenang-wenang suami, terutama ketika
suami mengabaikan kewajiban mendasar dalam
pernikahan. Namun demikian, data empiris di
berbagai komunitas di Indonesia menunjukkan
bahwa implementasi sighat ta‘lig masih
menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Penelitian oleh Ningsih (2025) menemukan
bahwa pelanggaran sighat ta‘lig oleh suami
seperti tidak memberikan nafkah atau
meninggalkan istri terjadi cukup sering, namun
banyak istri enggan atau tidak mampu
mengajukan proses hukum karena keterbatasan
informasi, akses, dan biaya. Selain itu, meskipun
sighat ta‘lig telah diintegrasikan ke dalam
praktik pernikahan melalui pedoman
administratif, seperti Surat Edaran Kementerian
Agama, instrumen ini belum tertanam secara
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kuat dalam kerangka hukum positif seperti
Undang-Undang Perkawinan sehingga posisinya
seringkali dipandang normatif dan kurang
memiliki kekuatan hukum vyang jelas di
pengadilan (Febrianda, 2025)

Selain itu, kajian kritis terhadap sighat
ta‘lig dari perspektif gender menunjukkan
tantangan lain. Penelitian Amelia dkk. (2025)
menunjukkan bahwa praktik sighat taklik selama
ini hanya memberi hak pronouncement kepada
suami, sehingga berpotensi menimbulkan
ketimpangan dalam perlindungan hukum dan
bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender
yang termaktub dalam konstitusi dan hukum
nasional. Kesenjangan interpretasi ini menandai
bahwa meskipun sighat ta‘liq diharapkan
berfungsi sebagai instrumen protektif, wujudnya
di lapangan seringkali belum memenuhi tujuan
ideal tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut,
masih  terdapat kekosongan studi vyang
mendalam mengenai efektivitas sighat ta’liq
sebagai instrumen hukum yang benar-benar
menjamin perlindungan hak-hak istri dalam
sistem hukum perkawinan Indonesia. Penelitian-
penelitian sebelumnya cenderung membahas
konsep, tafsir figh, atau urgensi instrumen ini
secara normatif, namun belum banyak yang
menguji sejauh mana implementasi sighat ta‘liq
dalam realitas sosial hukum serta peran
instrumen ini dalam praktik penyelesaian konflik
di pengadilan maupun di komunitas masyarakat.
Dari perspektif hukum positif dan praksis
peradilan agama, keterbatasan ini perlu diisi
dengan penelitian empiris dan normatif yang
komprehensif.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
efektivitas sighat ta‘liq sebagai instrumen
perlindungan hak istri dalam sistem hukum
perkawinan Indonesia. Fokus kajian akan
mencakup aspek normatif hukum yang
mengatur posisi sighat ta‘liq, implementasinya

dalam praktik peradilan dan masyarakat, serta
sejauh mana instrumen ini berkontribusi pada
perlindungan hak-hak istri dalam konflik rumah
tangga dan proses perceraian. Secara teoretis,
penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
pada pengembangan teori hukum keluarga dan
kesetaraan gender dalam hukum Islam dan
hukum nasional. Secara praktis, hasil penelitian
ini dapat menjadi masukan bagi pembuat
kebijakan, aparat peradilan Islam, dan lembaga
pembinaan perkawinan dalam memperkuat
perlindungan  hukum bagi istri melalui
mekanisme hukum vyang lebih efektif dan
responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif, karena fokus kajian pada
analisis norma hukum dan doktrin yang
mengatur sighat ta‘liG sebagai instrumen
perlindungan hak istri dalam sistem hukum
perkawinan Indonesia. Pendekatan ini
digunakan untuk menelaah hukum sebagai
kaidah atau norma vyang tertuang dalam
peraturan perundang-undangan, hukum Islam,
serta putusan pengadilan yang relevan, sehingga
tepat untuk menilai konsistensi, kekuatan
normatif, dan efektivitas sighat ta‘lig dalam
kerangka hukum positif (Marzuki, 2021).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi  pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan
hukum perkawinan yang mengatur atau
berkaitan dengan sighat ta‘lig, sedangkan
pendekatan konseptual digunakan untuk
menganalisis pandangan para sarjana dan
doktrin hukum mengenai perlindungan hak istri
serta kedudukan sighat ta‘liq dalam hukum

keluarga Islam dan hukum nasional (lbrahim &
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Marzuki, 2020). Pengumpulan bahan hukum
dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan
menelusuri  bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan dan
yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa
buku teks dan artikel jurnal ilmiah yang relevan,
serta bahan hukum tersier berupa kamus dan
ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum
tersebut dianalisis menggunakan metode
analisis kualitatif normatif, melalui penafsiran
hukum dan argumentasi vyuridis secara
sistematis untuk menarik kesimpulan yang
menjawab permasalahan penelitian. Analisis
dilakukan secara deduktif, yaitu menarik
kesimpulan dari norma hukum umum ke
penerapannya terhadap isu perlindungan hak
istri melalui sighat ta‘lig (Soekanto & Mamudji,
2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Sighat Ta‘lig dalam Sistem
Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam sistem  hukum  perkawinan
Indonesia, kedudukan sighat ta‘li atau yang
sering disebut taklik talak merupakan fenomena
yang menarik karena berada pada tataran
hukum normatif sekaligus praktik sosial hukum
yang masih diperdebatkan. Menrut hukum
Islam, taklik talak dipahami sebagai janji yang
digantungkan oleh suami setelah akad nikah
untuk menjatuhkan talak apabila suami
melakukan perbuatan yang telah disyaratkan
sebelumnya, misalnya meninggalkan istri atau
tidak memberikan nafkah (Purwaninda &
Wicaksono, 2026). Dalam perspektif figh secara
umum, praktik taklik memiliki dasar dalam
tradisi hukum Islam sebagai alat kontraktual
yang sah untuk memperkuat komitmen suami
terhadap kewajiban rumah tangga dan sebagai
perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan

kewenangan talak yang hanya berada di tangan
suami (Nasution, 2024). Dengan demikian,
sighat ta’lig dalam hukum Islam ditempatkan
bukan sebagai bagian dari unsur sahnya akad
nikah, tetapi sebagai perjanjian tambahan yang
memperluas tanggung jawab suami sekaligus
memberi hak balasan kepada istri, apabila
syarat-syarat yang telah disepakati tersebut
terpenuhi dalam kehidupan perkawinan.
Namun, ketika dikaji dalam Undang-
Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun
1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun
2019), kedudukan sighat ta‘lig menjadi lebih
kompleks. UU Perkawinan secara umum
mengatur sahnya perkawinan dan alasan
perceraian, namun tidak secara eksplisit
menyebutkan taklik talak sebagai salah satu
unsur atau syarat yang sah (tanpa pengaturan
tersendiri)  dalam pernikahan maupun
perceraian di dalam ketentuan utama undang-
undang itu sendiri. Dasar yuridis perceraian
menurut UU Perkawinan masih terfokus pada
alasan-alasan umum seperti perselisihan yang
terus-menerus dan permanen tanpa memadai
istilah taklik dalam teks pasal perceraian utama
dalam UU tersebut. Dengan demikian, secara
normatif sighat ta‘lig tidak dikenal secara
eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan
sebagai instrumen hukum mandiri, tetapi dapat
dipahami sebagai bagian dari konsep perjanjian
perkawinan dalam cakupan yang lebih luas
melalui pengakuan terhadap perjanjian yang
dibuat oleh calon mempelai sebagaimana diatur
dalam Pasal 29 UU Perkawinan vyang
memberikan ruang bagi pasangan untuk
membuat perjanjian tertulis sebelum
pernikahan dilangsungkan. Pengaturan ini
secara implisit memberi ruang bagi sighat ta’‘liq
diperlakukan sebagai bentuk perjanjian antara
calon suami dan istri yang selanjutnya dapat
diperhitungkan secara hukum apabila ketentuan
lain terpenuhi dan diadukan ke pengadilan
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(Nasution, 2024; Purwaninda & Wicaksono,
2026).

Pada tataran Kompilasi Hukum Islam
(KHI), kedudukan sighat ta‘liq diatur secara lebih
rinci dan jelas sebagai bagian dari perjanjian
perkawinan yang dapat dibuat oleh kedua calon
mempelai. KHI pada Pasal 45 menyatakan bahwa
pasangan yang akan menikah  dapat
menyepakati perjanjian perkawinan dalam
bentuk taklik talak maupun perjanjian lain yang
tidak bertentangan dengan hukum Islam,
sehingga memberi legitimasi normatif yang
langsung terhadap praktik sighat ta‘lig dalam
konteks hukum Islam Indonesia (KHI Pasal 45—
46) (Padlianor, 2025). Ketentuan ini menegaskan
bahwa taklik talak bukan merupakan kewajiban
dalam setiap pernikahan, tetapi apabila sudah
diperjanjikan, maka ikon tersebut tidak dapat
dicabut dan memiliki kekuatan hukum untuk
dijadikan dasar gugatan perceraian apabila
syarat-syaratnya terpenuhi dan dituangkan ke
Pengadilan Agama (KHI Pasal 46 ayat 3-4)
(Ningsih,  2025). Selain itu, KHI juga
menghubungkan pelanggaran taklik talak
sebagai salah satu alasan perceraian dalam Pasal
116 KHI, yang menunjukkan bahwa pelanggaran
janji tersebut memiliki implikasi yuridis yang
nyata dalam proses hukum perceraian di
Indonesia (Hasan, et al., 2025). Namun,
meskipun diakui secara normatif dalam KHI,
praktik di lapangan menunjukkan bahwa
masyarakat dan aparat hukum seringkali belum
memahami atau mengimplementasikan
ketentuan tersebut secara konsisten, sehingga
efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan
hak istri seringkali masih terbatas akibat
rendahnya pemahaman dan sosialisasi hukum
(Ningsih, 2025).

Implementasi Sighat Ta‘liG dalam Praktik
Perkawinan dan Penyelesaian Perkara di

Pengadilan Agama sebagai Instrumen

Perlindungan Hak Istri

Implementasi sighat ta‘lig dalam praktik
perkawinan dan penyelesaian perkara di
Pengadilan Agama menunjukkan dinamika yang
kompleks antara norma hukum, budaya sosial,
dan akses terhadap keadilan bagi istri. Secara
praktis, sighat ta‘lig yang diucapkan suami
setelah akad nikah sebagai janji bahwa talak
akan jatuh apabila syarat-syarat tertentu
dilanggar sudah menjadi tradisi yang hampir
rutin dilakukan dalam prosesi pernikahan Islam
di Indonesia, meskipun secara hukum tidak
diwajibkan. Pembacaan janji ini sering kali
didengar oleh para saksi dan dicantumkan dalam
buku nikah, sehingga secara sosial dipandang
sebagai komitmen serius yang tersurat dalam
perjanjian perkawinan (Abdurahman, et al.,
2025).

Namun dalam implementasi formal di
Pengadilan Agama, sighat ta‘lig belum serta-
merta berfungsi sebagai “alat hukum otomatis”
yang langsung menghasilkan perceraian bila
syaratnya  terpenuhi.  Menurut  temuan
penelitian di beberapa pengadilan agama seperti
Muara Enim dan Palembang, gugatan perceraian
dengan dasar pelanggaran sighat ta‘lig sangat
jarang diajukan oleh istri, bahkan dalam rentang
beberapa tahun praktiknya hampir tidak
ditemukan kasus yang benar-benar diselesaikan
melalui jalur taklik talak meskipun perjanjian itu
sudah diikrarkan. Hal ini terjadi sebagian karena
masih rendahnya pemahaman perempuan
mengenai makna, syarat, dan implikasi hukum
dari sighat ta‘liqg yang diucapkan pada saat nikah
(Hasan, et al., 2022).

Praktik tersebut sejalan dengan prinsip
yurisprudensi peradilan agama yang bersifat
pasif, di mana hakim hanya memeriksa dan
memutus perkara yang diajukan, bukan mencari
atau menafsirkan fakta hukum di luar
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permohonan para pihak. Dalam konteks sighat
ta‘lig, ini berarti talak yang digantungkan belum
dapat dianggap jatuh otomatis tanpa adanya
gugatan yang diajukan oleh pihak istri ke
Pengadilan Agama dan dibuktikan di
persidangan. Implementasi ini menunjukkan
bahwa keberadaan sighat ta‘lig dalam buku
nikah hanya menjadi dasar hukum potensial
yang harus diaktualisasikan melalui proses
pengadilan formal agar dapat menjadi
keputusan yang mengikat (Maulana & Fikri,
2023). Dalam praktiknya, apabila istri memilih
untuk menggugat berdasarkan pelanggaran
sighat ta’lig, hakim akan menggunakan
ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum
Islam (KHI) sebagai landasan hukum untuk
menerima gugatan tersebut dan memprosesnya
sebagai alasan perceraian yang sah (Fauziyah,
2024)

Di sisi lain, catatan implementatif
menunjukkan  variasi nyata antara satu
Pengadilan Agama dengan vyang lain. Di
beberapa wilayah seperti Pangkalan Balai,
tercatat sejumlah perkara yang berhasil
diselesaikan melalui jalur taklik talak, di mana
istri berhasil membuktikan pelanggaran syarat-
syarat yang telah ditetapkan dalam janji sighat
ta‘lig dan memperoleh putusan cerai dengan
pengakuan talak oleh hakim. Hal ini
menunjukkan  bahwa  ketika istri  aktif
menggunakan instrumen ini sebagai alasan
hukum untuk mengajukan gugatan perceraian,
maka Pengadilan Agama mampu menerima dan
memutus sesuai mekanisme peradilan yang
berlaku (Hasan, et al., 2022).

Namun demikian, implementasi yang
berbeda-beda ini juga memunculkan tantangan
substantif. Pertama, masih terdapat
ketidakpastian pemahaman tentang fungsi
hukum sighat ta‘lig di masyarakat, yang
seringkali menganggapnya sebagai kewajiban
atau bagian tak terpisahkan dari akad nikah,

padahal secara KHI bersifat opsional dan harus
disepakati secara sadar oleh kedua belah pihak
(Nasution, 2024). Kedua, proses penyelesaian di
Pengadilan Agama memerlukan pembuktian
permohonan yang jelas dari istri, sehingga tanpa
dorongan dan bantuan advokasi hukum, banyak
perempuan yang tidak menggunakannya sebagai
alat untuk menuntut haknya meskipun hak
tersebut dilanggar (Hasan, et al., 2022).

Lebih jauh, penelitian empiris di lapangan
juga menunjukkan bahwa sighat ta‘li
berpotensi berfungsi sebagai tekanan guna
mendorong suami memenuhi kewajiban dalam
rumah tangga, seperti pemberian nafkah,
keterlibatan dalam pembinaan keluarga, dan
tanggung jawab moral lain yang tersirat dalam
perjanjian tersebut (Purwaninda & Wicaksono,
2026). Dengan demikian, meskipun secara
yuridis pelanggaran sighat ta‘lig hanya dapat
diproses lewat pengadilan agama apabila istri
mengajukan gugatan secara resmi, secara sosial
ia berkontribusi dalam menanamkan kesadaran
tanggung jawab suami terhadap hak-hak istri
bahkan sebelum konflik benar-benar terjadi.

Efektivitas Sighat Ta‘liq dalam Melindungi Hak-
Hak Istri pada Pelanggaran Kewajiban Suami:
Nafkah, Perlakuan Layak, dan Kehadiran Suami
dalam Rumah Tangga

Implementasi sighat ta‘lig dalam konteks
perlindungan hak-hak istri terhadap pelanggaran
kewajiban suami di Indonesia menunjukkan hasil
yang kompleks dan berlapis, karena instrumen
ini beroperasi pada persimpangan norma
agama, peraturan domestik, serta praktik sosial
di komunitas Muslim. Secara teoretis, sighat
ta‘lig dimaknai sebagai janji bersyarat yang
diucapkan suami setelah akad nikah untuk
menjatuhkan talak apabila ia melanggar syarat-
syarat yang telah disepakati, misalnya kewajiban
nafkah, perilaku adil terhadap istri, dan
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kehadirannya dalam kehidupan rumah tangga
sehari-hari (Abdurahman, et al., 2025). Konsep
ini pada hakikatnya bertumpu pada prinsip
perlindungan istri yang menyelaraskan norma
figh dengan realitas sosial keluarga Muslim
Indonesia, di mana suami diberikan tanggung
jawab utama atas pemeliharaan dan nafkah istri
sesuai dengan prinsip hukum Islam (Maulana &
Fikri, 2023).

Namun demikian, efektivitas sighat ta‘liq
sebagai instrumen perlindungan nyata sangat
bergantung pada dua kondisi fundamental:
pemahaman pihak istri terhadap keberadaan
dan konsekuensinya, dan kemampuan
instrumen itu diproses secara hukum di
Pengadilan Agama apabila terjadi pelanggaran
kewajiban suami. Bukti empiris di berbagai
kajian menunjukkan bahwa banyak perempuan
belum benar-benar memahami konten atau
implikasi hukum sighat ta‘lig yang mereka
tandatangani dalam buku nikah, sehingga
pemanfaatannya sebagai alat penegakan hak
sering kali terhambat oleh rendahnya kesadaran
hukum (Muannas, et al., 2025). Kondisi ini
menjadi hambatan mendasar karena, meskipun
secara normatif KHI dan sejumlah peraturan
agama mengakui sighat ta‘ig, tanpa
pemahaman yang memadai istri sering tidak
memicu tindakan hukum saat hak-haknya
dilanggar.

Dalam konteks kewajiban nafkah, sighat
ta‘lig secara teoritis dapat memainkan peran
penting sebagai mekanisme preventif dan
represif. Ketika suami berjanji untuk memenubhi
kewajiban nafkah termasuk pemeliharaan
ekonomi rumah tangga, tempat tinggal, dan
kebutuhan pokok istri pelanggaran terhadap
syarat tersebut dapat dijadikan dasar gugatan
perceraian di Pengadilan Agama oleh istri
apabila terbukti (Pratama, 2022). Selain itu, KHI
memberi arah bahwa pelanggaran perjanjian
semacam ini merupakan salah satu alasan yang

dapat memperkuat gugatan  perceraian,
meskipun harus dibuktikan dalam persidangan.
Namun, dalam praktiknya perceraian dengan
alasan pelanggaran kewajiban nafkah melalui
sighat ta’lig tercatat masih sedikit karena istri
sering lebih memilih jalur perceraian umum
seperti cerai gugat berdasarkan UU Perkawinan
dan KHI tanpa menguatkan klaimnya melalui
instrumen sighat ta‘liq secara eksplisit (Saputra,
etal., 2024).

Selain aspek ekonomi, kewajiban suami
untuk memberikan perlakuan layak dan
dukungan emosional juga termasuk dalam
klausul yang sering dimasukkan dalam sighat
ta‘lig, misalnya larangan perilaku kasar,
kekerasan, atau penelantaran emosional.
Instrumen ini, dalam perspektif maqasid syariah,
menegaskan tujuan syariat untuk menjaga
kehormatan, martabat, serta kesejahteraan jiwa
istri (Haq, et al., 2024). Namun, efektivitasnya di
ranah hukum menghadapi tantangan besar
karena bukti perilaku tidak layak suami (misalnya
kekerasan rumah tangga) sering kali lebih rumit
dibuktikan di persidangan jika dibandingkan
pelanggaran ekonomi vyang lebih obijektif.
Pengadilan Agama, dalam banyak kasus, lebih
banyak memutuskan perceraian berdasarkan
faktor-faktor non-sighat ta‘liq seperti kekerasan
fisik atau ketidakcocokan abadi, sehingga
dampak sighat ta‘liq pada kategori pelanggaran
ini cenderung kurang terukur karena tidak
banyak dicantumkan secara eksplisit dalam
putusan sebagai dasar hukum utama (Ningsih,
2025).

Kewajiban kehadiran suami dalam
kehidupan rumah tangga yang mencakup peran
tanggung jawab sosial, pembinaan keluarga, dan
partisipasi aktif dalam kehidupan pasangan juga
merupakan aspek yang dapat diperjanjikan
dalam sighat ta‘lig. Dalam beberapa perjanjian,
suami menambahkan syarat agar tidak
meninggalkan keluarga tanpa alasan selama
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jangka waktu tertentu; pelanggaran syarat ini
dapat minimal memberi istri hak untuk
membawa kasus ke pengadilan. Namun,
realitasnya menunjukkan sebagian besar norma
tentang kehadiran emosional atau fisik belum
tersusun secara jelas di dalam klausul sighat
ta‘liq maupun dipahami masyarakat luas,
sehingga efektivitasnya masih terbatas dalam
praktik litigasi formal (Yuliana & Karim, 2023).

Faktor-Faktor Hukum yang Mempengaruhi
Efektivitas Sighat Ta‘liq sebagai Instrumen
Perlindungan Hak Istri

Efektivitas sighat ta‘lig sebagai instrumen
perlindungan hukum bagi istri dalam sistem
hukum perkawinan Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari bekerjanya sistem hukum secara
utuh. Dalam perspektif teori sistem hukum,
suatu instrumen hukum hanya dapat berfungsi
efektif apabila didukung oleh keselarasan antara
substansi hukum, struktur penegakan hukum,
dan budaya hukum masyarakat. Ketiga unsur
tersebut membentuk satu kesatuan yang saling
mempengaruhi dalam menentukan apakah
sighat ta‘lig mampu bertransformasi dari norma
simbolik ke alat perlindungan hukum yang nyata
bagi istri (Rahman & Aziz, 2022).

Dari aspek hukum, sighat ta‘liq secara
normatif telah diakui dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) sebagai bagian dari perjanjian
perkawinan yang dapat dijadikan dasar gugatan
perceraian  apabila  terjadi  pelanggaran
kewajiban suami. Namun, berbagai kajian
menunjukkan bahwa pengaturan normatif
tersebut masih  menyisakan  kelemahan
mendasar, terutama karena tidak terintegrasi
secara  eksplisit dalam  Undang-Undang
Perkawinan dan tidak dilengkapi dengan
ketentuan operasional yang rinci mengenai
konsekuensi hukum serta mekanisme

pembuktian pelanggaran sighat ta‘lig (Maulana

& Fikri, 2023). Selain itu, rumusan sighat ta‘liq
yang berlaku secara administratif di KUA
cenderung bersifat standar dan minimalis,
sehingga belum sepenuhnya mampu
mengakomodasi kompleksitas pelanggaran hak
istri dalam konteks perkawinan modern, seperti
penelantaran emosional, ketidakhadiran suami
dalam kehidupan keluarga, atau kekerasan
nonfisik (Husna, 2024). Akibatnya, dari sisi
substansi hukum, sighat ta‘lig masih berada
pada posisi normatif yang lemah dan seringkali
kalah relevan dibandingkan alasan perceraian
umum lainnya yang lebih eksplisit diatur dalam
hukum positif.
Keterbatasan substansi tersebut
diperparah oleh faktor struktur penegakan
hukum. Dalam praktik perkawinan, peran Kantor
Urusan Agama (KUA) dalam implementasi sighat
ta‘lig masih dominan bersifat administratif.
Proses pembacaan dan penandatanganan sighat
ta‘lig sering dilakukan sebagai formalitas tanpa
penjelasan substantif mengenai makna, fungsi,
dan implikasi hukumnya bagi istri (Nugroho &
Dewi, 2024). Kondisi ini menyebabkan sejak awal
calon istri tidak dibekali pemahaman vyang
memadai untuk menggunakan sighat ta’liq
sebagai instrumen perlindungan hukum. Di
tingkat Pengadilan Agama, meskipun struktur
peradilan secara normatif membuka ruang bagi
penggunaan sighat ta‘liq sebagai dasar gugatan,
efektivitasnya sangat bergantung pada diskresi
hakim dan pola pembuktian yang diterapkan.
Penelitian  menunjukkan  bahwa  hakim
cenderung memposisikan sighat ta‘liq sebagai
alasan tambahan, bukan dasar utama, dalam
memutus perkara perceraian, sehingga daya
perlindungan instrumen ini menjadi kurang
optimal  (Pratama, 2022). Selain itu,
keterbatasan akses istri terhadap bantuan
hukum dan pendampingan juga melemahkan

kemampuan mereka untuk mengaktualisasikan
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hak-haknya melalui mekanisme sighat taliq
secara efektif.

Lebih jauh, faktor budaya hukum
masyarakat menjadi elemen yang paling
menentukan sekaligus paling problematis dalam
menilai efektivitas sighat ta‘lig. Budaya
patriarkal yang masih kuat mempengaruhi cara
masyarakat memandang relasi suami-istri, di
mana istri sering diposisikan sebagai pihak yang
harus menerima pelanggaran kewajiban suami
demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam
konteks ini, sighat ta‘lig kerap dipahami hanya
sebagai simbol keagamaan atau formalitas
perkawinan, bukan sebagai hak hukum yang
dapat ditegakkan (Yuliana & Karim, 2023).
Rendahnya literasi hukum perempuan semakin
memperlemah posisi sighat ta‘lig, karena
banyak istri tidak memahami bahwa
pelanggaran kewajiban suami seperti tidak
memberi nafkah, memperlakukan istri secara
tidak layak, atau meninggalkan keluarga
merupakan pelanggaran hukum yang dapat
dituntut melalui pengadilan. Akibatnya, sighat
ta‘lig lebih sering berfungsi sebagai kontrol
moral daripada instrumen hukum yang efektif
dalam praktik (Fauziyah, 2024).

Upaya Penguatan dan Reformulasi Sighat Ta‘liq
sebagai Instrumen Perlindungan Hak Istri

Untuk meningkatkan efektivitas sighat
ta‘lig sebagai instrumen perlindungan hukum
bagi istri dalam sistem hukum perkawinan
Indonesia, diperlukan  reformulasi  yang
komprehensif pada berbagai level: normatif,
struktural, dan edukatif. Secara normatif,
penguatan harus dimulai dengan memperjelas
dan mengintegrasikan ketentuan sighat ta‘liq
dalam kerangka hukum positif nasional,
khususnya Undang-Undang Perkawinan. Saat ini
sighat ta‘lig diakui secara normatif melalui
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk

perjanjian perkawinan, tetapi pengaturannya
masih  bersifat sampingan dan  kurang
operasional (Febrianda et al., 2023). Integrasi
yang lebih kuat dalam UU Perkawinan dapat
mempertegas kedudukannya sebagai instrumen
hak istri, memberikan dasar hukum yang lebih
kokoh untuk penegakan di pengadilan, dan
menghindarkan pemahaman vyang hanya
melihatnya sebagai formalitas keagamaan
semata.

Reformulasi substansi sighat ta‘lig juga
perlu diarahkan agar tidak hanya bersifat retoris,
tetapi menyusun klausul yang lebih spesifik,
eksplisit, dan komprehensif tentang apa yang
termasuk pelanggaran kewajiban suami seperti
pengabaian nafkah, kekerasan fisik dan
psikologis, atau penelantaran emosional
sehingga lebih mudah diuji dalam proses
pembuktian di pengadilan. Ketentuan yang jelas
ini akan Amembantu aparat peradilan agama
menafsirkan pelanggaran dengan standar yang
konsisten, bukan bergantung pada diskresi
individual hakim semata (Utami et al., 2025).
Dari segi hukum, penguatan implementasi
memerlukan peningkatan kapasitas KUA dan
Pengadilan Agama dalam  memberikan
pemahaman yang benar tentang sighat ta‘liq
kepada pasangan yang akan menikah. Selama
ini, praktik pembacaan sighat ta‘liq sering hanya
dilaksanakan seremonial tanpa penjelasan
substansial mengenai dampak hukum dan
mekanisme gugatan apabila pihak suami
melanggar syarat yang diucapkan (Nasution,
2024). Oleh karena itu, langkah reformatif
mencakup: (1) standarisasi materi sosialisasi
minimal bagi calon pengantin, (2) pelatihan bagi
penyuluh dan petugas KUA untuk menjelaskan
implikasi hukum sighat ta‘liq, serta (3)
penyusunan pedoman teknis bagi hakim agar
memahami peran dan fungsi sighat ta‘liq secara
benar dalam konteks perkara perceraian.
Dengan demikian, penegakan hukum menjadi
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lebih responsif terhadap hak istri yang dilanggar
sejak awal terjadinya konflik rumah tangga.

Selain itu, penguatan harus melibatkan
pendekatan edukatif dan budaya hukum di
masyarakat. Banyak pasangan tidak memahami
fungsi hukum sighat ta‘lig karena minimnya
literasi dan sosialisasi, sehingga instrumen ini
hanya dipandang sebagai ritual semata (Utami et
al., 2025). Reformulasi pendidikan hukum
perkawinan baik melalui kurikulum pra-nikah,
modul  penyuluhan  komunitas, = maupun
kampanye publik berbasis agama dan sosial
dapat mengubah budaya hukum masyarakat
sehingga sighat ta‘lig dipahami sebagai
mekanisme perlindungan hak yang nyata.
Pendekatan ini juga selaras dengan kebutuhan
untuk mempromosikan kesetaraan gender
dalam keluarga, sehingga perempuan merasa
memiliki akses dan keberdayaan untuk
menggunakan hak hukumnya tanpa tekanan
sosial (Saputra, et al., 2024).

Selain itu, pembelajaran komparatif dapat
membantu memperkaya reformulasi kebijakan.
Perbandingan dengan mekanisme perlindungan
hak perempuan dalam keluarga di negara lain
menunjukkan bahwa negara dengan integrasi
prinsip kesetaraan gender dalam hukum
perkawinan cenderung lebih efektif menjamin
hak perempuan, termasuk dalam konteks
perceraian atau pelanggaran kewajiban suami
(Nugroho & Dewi, 2024). Konteks pembelajaran
komparatif ini juga menjadi dasar untuk
mengevaluasi praktik domestik sehingga sighat
ta‘lig tidak hanya diukur dari sisi teoretik agama
tetapi juga daya operasionalnya dalam
menjamin keadilan dan perlindungan hak istri di
pengadilan.

Lebih jauh lagi, reformulasi harus
mempertimbangkan mekanisme pemantauan
dan evaluasi implementasi sighat ta‘lig di
seluruh wilayah hukum di Indonesia. Pemerintah
dan lembaga agama perlu menyusun indikator

kinerja yang dapat mengukur seberapa sering
sighat ta’lig diaktualisasikan dalam gugatan
perceraian, bagaimana hakim memutuskan
perkara yang melibatkan klausul ini, serta
seberapa besar pemahaman masyarakat
terhadap instrumen tersebut. Dengan adanya
data empiris tersebut, pembuat kebijakan dapat
mengidentifikasi hambatan nyata di lapangan
dan merumuskan solusi berbasis bukti (Husna,
2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa
efektivitas sighat ta‘liq sebagai instrumen
perlindungan hak istri dalam sistem hukum
perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh tiga
faktor utama: substansi hukum, struktur
penegakan hukum, dan budaya hukum
masyarakat. Dari sisi substansi, sighat ta‘liq telah
diakui secara normatif melalui Kompilasi Hukum
Islam, namun pengaturannya masih bersifat
minimalis dan kurang operasional dalam
menjamin hak-hak istri. Dari sisi struktur, praktik
administrasi KUA dan penegakan di Pengadilan
Agama cenderung formalistik, sehingga
instrumen ini belum optimal dijadikan dasar
perlindungan hukum. Faktor budaya hukum
masyarakat, terutama patriarki dan rendahnya
literasi hukum perempuan, turut membatasi
aktualisasi sighat ta‘lig sebagai alat protektif.
Penelitian  ini menekankan  pentingnya
reformulasi normatif untuk memperjelas hak
dan kewajiban dalam sighat ta‘lig, peningkatan
kapasitas aparat hukum, serta sosialisasi
edukatif untuk mengubah persepsi masyarakat
agar hak istri lebih terlindungi. Implikasi praktis
penelitian ini adalah mendorong integrasi sighat
ta‘lig dalam UU Perkawinan, pedoman teknis
bagi hakim, dan program literasi hukum
perkawinan untuk calon pengantin.
Keterbatasan penelitian terletak pada fokus
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yuridis-normatif dan data sekunder; penelitian
lebih lanjut dapat dilakukan melalui pendekatan
empiris atau studi kasus untuk menilai
efektivitas implementasi di lapangan secara
lebih rinci.
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